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Tajuk

SPT Pajak

Akhir bulan ini merupakan ba-
tas akhir bagi wajib pajak 
pribadi untuk melaporkan 

surat pemberitahuan (SPT) tahunan 
pajak penghasilan. Sedangkan, bagi 
wajib pajak badan tenggat waktu 
pelaporan SPT akhir April nanti.

Dari penyerahan SPT pajak peng-
hasilan ini, bukan hanya akan ter-
gambar tingkat kepatuhan wajib 
pajak melaporkan SPT. Namun juga 
kejujuran wajib pajak melaporkan 
kewajiban pajaknya. Aspek kejujur-
an wajib pajak ini pula yang hendak 
dikejar aparat pajak.

Kantor pajak akan mencocokkan 
apakah pajak yang dilaporkan wajib 
pajak sudah sesuai dengan data-
data yang dimiliki Direktorat Jende-
ral Pajak. Bila pajak yang dilaporkan 
ada yang tak sesuai dengan data 
profi l si wajib pajak, Ditjen Pajak 
akan meminta wajib pajak memper-
baiki SPT.

Agar wajib pajak mau memper-
baiki pelaporan SPT, maka muncul-
lah rencana menerapkan sunset 
policy lagi di tahun ini yakni berupa 
penghapusan denda administrasi. 
Rencananya, wajib pajak yang mela-
kukan perbaikan SPT sebelum 1 Ja-
nuari 2016, ia akan mendapatkan 
penghapusan sanksi administrasi 
bunga 2% setiap bulannya.

Penerapan sunset policy pernah 

dilakukan pada tahun 2008 silam. 
Bedanya dulu perbaikan SPT bersi-
fat sukarela, kini menjadi keharus-
an. Maklum, target penerimaan pa-
jak di tahun ini terbilang besar.  Pe-
nerimaan pajak di Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
Perubahan (APBNP) 2015 diharap-
kan mencapai Rp 1.294 triliun.

Nah, sunset policy hanya salah 
satu strategi saja menambah pundi 
pajak. Dulu di tahun 2008, meski 
perbaikan SPT bersifat voluntary, 
tapi bisa mendongkrak penerimaan 
pajak. Harapannya, dengan sunset 
policy disertai keharusan memper-
baiki SPT, tambahan penerimaan 
pajak bisa lebih besar lagi.

Pajak memang menjadi andalan 
penerimaan negara. Tahun ini, lebih 
dari 70% penerimaan negara berasal 
dari pajak. Tak sedikit yang pesimis-
tis, target penerimaan pajak bakal 
tercapai di tahun ini. Terlebih, bebe-
rapa tahun terakhir penerimaan pa-
jak tak memenuhi target. Namun, 
setelah mendapat vitamin berupa 
remunerasi dan tunjangan yang be-
sar, bisa saja aparat pajak makin 
giat dan semangat menjaring peneri-
maan pajak. 

Begitu besarnya kontribusi pene-
rimaan pajak bagi penerimaan nega-
ra, sudah semestinya kita semua 
menjadi orang bijak yang taat mem-
bayar pajak. Sebaliknya, kita me-
nuntut pemerintah juga bijak meng-
gunakan uang pajak.              ■

Khomarul Hidayat

Opini

Bantuan Dana bagi Partai Politik

Menteri Dalam Negeri me-
lontarkan usulan agar 
setiap partai memperoleh 

bantuan dana senilai Rp 1 triliun 
dari negara. Sayangnya, lontaran 
politisi PDI Perjuangan ini tidak 
disertai penjelasan yang memadai 
mengenai kondisi partai politik 
saat ini serta bagaimana bantuan 
dana itu dapat memperbaikinya.

Sesungguhnya, dana bantuan 
negara untuk partai politik bukan-
lah sesuatu yang baru. Sesuai de-
ngan UU No 2/ 2011 tentang Partai 
Politik, terdapat tiga sumber dana 
partai politik, yakni iuran anggota, 
sumbangan, dan bantuan negara. 
Berdasarkan PP No 5/2009 jo PP 
No 83/2012, setiap partai politik di 
tingkat nasional berhak memper-
oleh bantuan Rp 108  untuk setiap 
suara sah di pemilu.

Jumlah itu dinilai sangat kecil, 
sementara iuran anggota pun ti-
dak dapat diharapkan. Akhirnya, 
partai politik bergantung pada 
sumbangan para pemodal. Sum-
bangan itu tidak gratis, sehingga 
partai politik dan parlemen dido-
minasi para pengusaha dan mere-
ka berlimpah harta. Muncul tu-
dingan, partai politik dijalankan 
bak mengelola perusahaan.

Ketergantungan kepada pemo-
dal ini kerap membuat partai poli-

tik mengenyampingkan fungsinya 
sebagai agregator dan artikulator 
suara rakyat, terutama saat terjadi 
benturan kepentingan antara kon-
stituen dengan para penyandang 
dananya. Suara menolak bantuan 
dana dilatarbelakangi oleh kerap-
nya ketidakhadiran parpol saat 
masyarakat butuh dukungan.

Penyokong gagasan bantuan 
dana untuk partai politik menda-
lilkan beragam alasan. Pertama, 
kebijakan ini akan mendorong 
kemandirian partai politik. De-
ngan bantuan dana dari negara, 
ketergantungan partai politik ke-
pada penyandang dana berkurang, 
sehingga dapat mengutamakan 
pelaksanaan fungsinya untuk per-
juangkan kepentingan rakyat.

Kedua, mengurangi potensi ko-
rupsi kader partai politik di legis-
latif dan eksekutif yang selama ini 
“dipaksa” mencari tambahan dana 
untuk membiayai operasional ke-
giatan partai politiknya. Jamak 
dipercaya, keterlibatan kader par-
tai politik dalam beragam kasus 
korupsi berkaitan erat dengan 
besarnya ongkos politik yang di-
keluarkan. Bantuan dana dari ne-
gara diharapkan menurunkan ke-
butuhan ongkos politik, sehingga 
nafsu korupsi pun mengendur.

Ketiga, bantuan dana dari nega-
ra memungkinkan partai politik 
melakukan perekrutan dan kade-
risasi lebih baik. Karena besarnya 
ongkos politik, selama ini hanya 

mereka yang berharta yang bisa 
berkuasa di partai politik dan ma-
suk parlemen. Kondisi ini tentu 
merugikan rakyat karena para 
aktivis yang aktif memperjuang-
kan kepentingan mereka menjadi 
tersingkirkan karena keterbatas-
an kemampuan fi nansial. 

Keempat, dengan bantuan dana 
dari negara, masyarakat akan le-
bih memiliki hak moral untuk be-
rani menuntut transparansi dan 
akuntabilitas penggunaan dana.

Mengelola bantuan dana

Apabila bantuan dana dari nega-
ra untuk partai politik nanti dise-
pakati, beberapa aturan ketat 
perlu ditetapkan agar apa yang 
diniatkan dengan penggelontoran 
dana tersebut tidak sia-sia.

Pertama, kriteria partai politik 
calon penerima bantuan dana ha-
ruslah jelas. Hal ini untuk mence-
gah para petualang politik berbon-
dong-bondong mendirikan partai 
politik, padahal sistem politik kita 

justru dirancang menuju penye-
derhanaan jumlah partai politik.

Kedua, perlu ditentukan jumlah 
bantuan dana yang akan diberi-
kan. Apakah setiap partai politik 
akan menerima jumlah yang sama 
atau disesuaikan dengan peroleh-
an suara dalam pemilu.

Ketiga, laporan keuangan ban-
tuan dana partai politik haruslah 
diaudit oleh akuntan publik. Mes-
kipun kualitasnya masih jauh dari 
harapan, sesungguhnya hal ini 
bukanlah praktik baru. Berdasar-
kan UU No. 2/ 2011, setiap peng-
gunaan dana bantuan dari negara 
haruslah diaudit oleh BPK.

Keempat, melaporkan penggu-
naannya kepada publik. Selama 
ini, partai politik terkesan enggan 
melaporkan penerimaan dan 
penggunaan dananya. Bahkan, 
masyarakat sampai harus melapor 
ke Komisi Informasi Pusat untuk 
memaksa partai politik menyerah-
kan laporan keuangannya.

Terakhir, harus diatur sanksi 
untuk penyelewengan atas penge-
lolaan bantuan dana dari negara, 
baik berupa administratif untuk 
kelalaian, atau sanksi pidana jika 
terdapat tindak pidana korupsi 
dalam penggunaannya.

Bantuan dana dari negara ini 
haruslah sekadar komplemen, se-
hingga partai politik tetap perlu 
bekerja keras sehingga masyara-
kat tidak ragu bergabung dan ber-
iuran menghidupi partainya.       ■

Ali Mutasowifi n,
Dosen Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen IPB

Bantuan dana dari 
negara ini haruslah 

sekadar 
komplemen.

Demokrasi juga menuntut kita untuk 
mematuhi kontrak sosial dan menunaikan 
kewajiban kita untuk membayar pajak.
Immanuel Polii, Bekerja di Kemkeu

Surat 

Garansi Mito 
Mengecewakan

Saya melakukan pre order 
Mito Impact pada tang-
gal 5 Februari 2015 de-

ngan nomor order 2939564 di 
blibli.com.

Pada tanggal 23 Maret 2015, 
saya mengisi ulang daya pada 
baterai ponsel akan tetapi ti-
dak terisi penuh. Saya lantas 
mengecek, ternyata pengisi 
dayanya rusak. Saya lantas 
menghubungi lewat telepon 
service center di kota Makas-
sar. Tetapi, saya mendapat ja-
waban yang sangat tidak me-
muaskan. Petugas mengata-
kan bahwa pengisi daya tidak 
digaransi oleh Mito.

Apakan memang aksesori 
Mito tidak mendapat garansi 
sama sekali? Baru sebulan di-
gunakan kok sudah rusak? 
Apa memang karena kualitas-
nya tidak bagus itu, sehingga 
produk tidak digaransi?

Herlin Panjaya, 
Patunuang, Wajo, Makassar

Menanggulangi 
Ijazah Palsu

Berita tentang maraknya 
Ijazah palsu makin 
membuat miris. Peng-

guna ijazah palsu bervariasi 
mulai dari D3, S1 dan S2. Dari 
banyak kasus, kita bisa sim-
pulkan bahwa jangan percaya 
dengan fotokopi yang dilegali-
sir, karena legalisirnya juga  
bisa dipalsukan.

Sebaiknya, pihak perusaha-
an dan instansi pengguna lu-
lusan melakukan cross check 
terhadap ijazah para pelamar-
nya. Sebab, para pengguna 
ijazah palsu bisa saja melamar 
pekerjaan untuk posisi pen-
ting atau berperan sebagai 
pengambil keputusan. Untuk 
menanggulangi hal ini diperlu-
kan peran aktif dari semua 
pihak yang terkait.

Dari sisi pemerintah, Direk-
torat Jenderal Pendidikan 
Tinggi (DIKTI) telah menye-
diakan informasi berkaitan 
dengan pendidikan tinggi 
pada website http://forlap.
dikti.go.id. Para stakeholder 
dapat mencari informasi ten-
tang profi l mahasiswa di suatu 

perguruan tinggi beserta sta-
tus lulus dan tanggal kelulus-
annya. Berdasarkan informasi 
dari website tadi, akan menja-
di aneh apabila status maha-
siswa sudah drop out, tetapi 
ternyata memegang ijazah.

Agar terberantas tuntas, se-
baiknya para stakeholder yang 
kebetulan menerima pelamar 
kerja dengan ijazah palsu me-
laporkan ke perguruan tinggi 
bersangkutan atau polisi, agar 
mata rantai pembuatan ijazah 
palsu dapat terlacak sampai 
ke sumber pembuatnya.

Dr. Anajanti, 
Ketua STMIK WIT,

Lemahwungkuk, Cirebon

Mengatur 
Izin Usaha

Untuk membuat kinerja 
aparat Pemerintah 
Daerah DKI Jakarta  

menjadi lebih baik, saya ada 
saran pada Gubernur Basuki 
Tjahja Purnama. Sebaiknya, 
pengurusan surat izin usaha 
perdagangan (SIUP), tanda 
daftar perusahaan (TDP),  dan 
izin gangguan (IG/UUG/HO) 
tidak perlu diperpanjang lagi. 

Pertama, memberatkan 
para pengusaha yang fokus 
berusaha, namun seringkali 
melupakan perpanjangan. 
Kedua, kalau Pemda beralas-
an bahwa perpanjangan ber-
kala untuk fungsi kontrol, da-
lam klausul surat-surat terse-
but jelas ditulis bahwa 
kegiatan usaha distop setiap 
saat kalau menyimpang. Arti-
nya, fungsi kontrol tak perlu 
tunggu saat perpanjangan. 

Ketiga, menjadikan petu-
gas-petugas Pemda, Satpol PP 
selalu mencari-cari kelengah-
an pengusaha lama. Mereka 
malas menertibkan pengusa-
ha-pengusaha baru.

Keempat, Satpol PP yang 
diberi mandat mengontrol 
UUG sangat kontra produktif. 
Mereka memilah-milah UUG 
atas jenis usaha, meski dalam 
satu ruang usaha. Kelima, 
berurusan dengan para aparat 
pemda, pengusaha tak pernah 
merasakan bagian yang men-
dukung (supporting agent), 
tetapi lebih banyak pengham-
bat (retaining agent). 

Sisan Pradono, 
Jl Dewi Sartika, Cawang, 

Jakarta Timur

PPN Jalan Tol & Resistensi Bayar Pajak

Kebijakan pemerintah Jokowi terus 
mendapat sorotan publik. Salah 
satu area yang paling panas adalah 

perpajakan. Kebijakan terbaru yang 
langsung menuai kritikan segera setelah 
diumumkan (dan sehari kemudian di-
nyatakan ditunda) adalah pengenaan 
pajak pertambahan nilai atas jasa jalan 
tol dengan tarif standar sebesar 10%. 

Di tengah polemik kenaikan target 
penerimaan pajak nasional sebesar 30% 
yang oleh beberapa pihak dianggap ti-
dak realistis, pengenaan pajak atas jalan 
tol dianggap satu lagi bentuk kebijakan 
yang asal tembak. Pemerintah dinilai 
kalap untuk mencapai target tersebut, 
bagai supir bus yang kejar setoran berla-
ku ugal-ugalan. 

Memang besaran target kenaikan pe-
nerimaan pajak tahun ini sangat feno-
menal. Bandingkan target tahun ini de-
ngan realisasi peningkatan tahun 
sebelumnya. Penerimaan pajak nasional 
tahun 2014 hanya naik sekitar 7% diban-
dingkan tahun 2013. Dapat dimaklumi 
timbul kekhawatiran bahwa target tahun 
ini akan meleset.

Dua jenis pajak utama di Indonesia 
adalah pajak penghasilan (PPh) dan pa-
jak pertambahan nilai (PPN): masing-
masing menyumbang sekitar 46% dan 
38% dari total pendapatan pajak pada 
APBNP 2014. 

PPN diperkenalkan di Indonesia pada 
tahun 1983 melalui Undang-Undang Pa-
jak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Me-
wah. Sistem PPN merupakan perubahan 
dari sistem yang kita anut sebelumnya 
yaitu Pajak Penjualan. Walaupun meli-
batkan mekanisme yang berbeda, tapi 
pada prinsipnya PPN dan Pajak Penjual-
an sama-sama merupakan pajak atas 
konsumsi. Pajak atas konsumsi merupa-
kan kebalikan dari pajak atas penghasil-
an: pajak ditarik dari jumlah yang diha-
biskan untuk mengonsumsi suatu barang 
atau jasa dan bukan dari jumlah yang 
diterima sebagai penghasilan. 

Dari tinjauan ekonomi, pajak atas 
konsumsi dianggap sebagai model pajak 
yang ideal. Sebagian pakar berpendapat 
bahwa pajak penghasilan sebaiknya di-
ganti oleh pajak konsumsi (The Concise 
Encyclopedia of Economics, Al Ehrbar, 
2007). Bahkan pajak konsumsi ini telah 
diusulkan sebagai solusi untuk meng-
atasi ketimpangan penghasilan (A Re-
medy Worse than the Disease, Robert 
Frank, 2010). 

Jadi, pada prinsipnya segala jenis ba-
rang dan jasa dikenai PPN - terkecuali 
jasa dan produk tertentu yang dibebas-

kan dari PPN. Dalam hal jalan tol, kon-
sumsi yang dikenai pajak jelas adalah 
penggunaan jalan tol. Jadi, siapa peng-
guna jalan tol? 

Apabila Jasa Marga dapat dijadikan 
rujukan, maka pada tahun 2014, penggu-
na jalan tol golongan I merupakan peng-
guna tol terbesar dengan perbandingan 
7:1 dibanding pengguna golongan indus-
tri. Asersi pemerintah, pengenaan PPN 
atas jasa jalan tol hanya akan menyum-
bang 0,1% pada target infl asi 5% tahun 
ini. Kecilnya pengguna jalan tol dari go-
longan industri memberi indikasi bahwa 
memang dampak infl asi dari PPN jalan 
tol tidak akan berarti signifi kan.

Pajak dan kontrak sosial
 Tapi bagaimana dengan keluhan ber-

bagai pihak bahwa PPN jalan tol tidak 
layak diterapkan karena kualitas pela-
yanan jalan tol masih rendah? Bahwa 
kualitas layanan jalan tol tidak seperti 
yang diinginkan tidak dapat dijadikan 
alasan untuk menolak PPN. Beban per-
baikan kualitas layanan ada pada penge-
lola: apabila kualitas layanan jalan tol 
masih jelek, maka seharusnya pengusa-
ha jalan tol memperbaiki mutu sebelum 
meminta kenaikan tarif tol. 

Resistensi membayar pajak adalah hal 
yang normal: tidak ada orang yang waras 
yang ingin memberikan uangnya ke ne-
gara – apalagi bila negara dianggap tidak 
peduli atau tidak mampu menyejahtera-
kan masyarakat. Namun, apabila hu-
bungan negara dan masyarakat diumpa-
makan sebagai suatu kontrak, maka 
masing-masing pihak mempunyai hak 
dan kewajiban. 

Di satu sisi kewajiban negara adalah 
menjamin perlindungan atas hak-hak 
dasar warganya, termasuk hak 
ekonomi dan politik. Di sisi lain, 
rakyat wajib membayarkan pa-
jak kepada negara sebagai 
bentuk partisipasi bersama 
untuk mendanai perlindungan 
yang diinginkan tersebut. Jadi, 
tidak ada alasan masyarakat 
tidak membayar pajak.

Yang menjadi persoalan 
sebenarnya adalah bagaima-
na pemerintah mengelola 
dan menggunakan uang 
pajak yang dipungut dari 
masyarakat. Adalah beban 
pemerintah untuk memasti-
kan bahwa uang pajak dikelo-
la dan digunakan secara opti-
mal, dan tidak diselewengkan 
baik secara tidak sengaja (in-
kompetensi) ataupun disengaja 
(korupsi). 

Berbeda dengan pemerintah 
otoriter, pemerintah pilihan 
rakyat harus akuntabel dan 

transparan. Seiring dengan target pe-
ningkatan pendapatan pajak 30% yang 
belum pernah terjadi dalam sejarah In-
donesia, seharusnya pemerintahan Jo-
kowi menargetkan pembersihan di selu-
ruh lapisan birokrasi dan peningkatan 
efektivitas pengelolaan keuangan nega-
ra dalam skala yang belum pernah dili-
hat di Indonesia.

Pemerintah sekarang terpilih antara 
lain karena menjanjikan program-prog-
ram yang agresif untuk meningkatkan 
kemakmuran rakyat. Tentu saja realisasi 
janji tersebut akan ditagih oleh masyara-
kat lima tahun lagi. Namun sekarang 
adalah saat bagi pemerintah menagih 
dari masyarakat: bayar pajak. 

Masih terlalu banyak kelemahan dan 
kekurangan negara kita yang perlu di-
perbaiki, ditingkatkan dan diubah men-
jadi kekuatan dan kebanggaan. Perubah-
an tersebut membutuhkan komitmen, 
kerja keras, dan dana yang tidak sedikit. 
Demokrasi menjamin hak kita untuk 
memilih pemerintah dan wakil rakyat, 
tapi demokrasi juga menuntut kita untuk 
mematuhi kontrak sosial dan menunai-
kan kewajiban kita untuk membayar 
pajak. 

Jangan menjadi free rider di negara 
ini. Berikanlah kepada negara apa yang 
menjadi hak negara. 

Sebaliknya, pemerintah  juga harus 
berjuang menjadi pemerintah yang 
akuntabel dan jujur, yang bersih dari 
godaan korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN), yang menyandang pedang pene-
gakan hukum untuk melindungi 

kepentingan rakyat. Bu-
kan demi kepentingan 
golongan atau bahkan 

individu.              ■

Immanuel Glenn Gerald Polii,
Bekerja di Kementerian Keuangan

Kirim SMS Anda 
081808 566826

SMS 
Wajar saja unjuk rasa 
pekerja PT Freeport yang 
meminta bonus & 
promosi karena selama 
ini, perusahaan itu 
membayar upah rendah 
tapi keselamatan kerja 
kurang. Perusahaan itu 
menyalahgunakan 
kewenangannya yang 
mengakibatkan kerugian 
keuangan negara 
triliunan rupiah. 

Hp 0812805xxxx

Menteri ESDM ngimpi 
kali, juga 'asbun' saat 
memberi pernyataan 
bahwa pada tahun 2018, 
megaproyek listrik 
35.000 MW bakal 
rampung! Bagaimana 
bisa, proyek 10.000 MW 
tahap I dan tahap II saja 
masih banyak yang 
belum selesai!  

Hp 0811223xxxx

Gubernur Lampung 
mengatakan bahwa para 
begal yang beraksi di 
Jabodetabek adalah duta 
kemiskinan Provinsi 
Lampung. Mengatasi hal 
ini, seharusnya gubernur-
nya lebih kreatif untuk 
memanfaatkan para 
warganya menjadi tenaga 
pembangunan daerah 
Lampung. 

Hp 081685xxxx

Isi iklan menjadi tanggung 
jawab pemasang iklan, 

KONTAN tidak bertanggung 
jawab atas materi iklan.
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Jatmiko, Cindy Silviana Sukma, Agustinus Beo Da Coasta, Diemas Kresna Duta, Margareta Engge Kharismawati, Maria Elga Ratri Ayudi, Noor Muhammad Falih, Oginawa Ramadhan Prayogo, Adinda Ade Mustami, Raden Roro Putri W., Annisa Anindita Wibawa, Issa Almawadi, Adhitya 
Himawan, Francisca Bertha Vistika Putri, Mimi Silvia, Wuwun Nafsiah, Benediktus Krisna Y., Ranimay Syarah, Pratama Guitarra  Sekretariat Redaksi: Kun Sulistyowati, Antun Suhana  Manager Produksi & Pengarah Rancang Grafis: Indra Surya Rancang Grafis: Candra 
Kusmana, Hendrik ST Oloan Tambunan, Steve G.A., Pj. Praksa, Thomas Luhur M. Redaktur Foto: Hendra Suhara Fotografer: Achmad Fauzie, Carolus Agus Waluyo, Wicaksono Daniel Prabowo, Cheppy A. Muchlis, Muradi, Baihaki, Fransiskus Parulian Penyelaras Warna: Pandji 
Indra, Alri Kemas N. Riset dan Dokumentasi Foto: Melly Anne Firdianti, Dedi Sukamto, Nasrudi Kaisuku Redaksi Bahasa: Tri Adi Sarwoko, Catur Ari Wibowo Perpustakaan dan Pemelihara Data: Deni Riaddy, Deti Riswiani, Priyanto, Nugroho, Iklan: Adjeng Adeila Praja, 
B. Erna Haryati, Sesilia Artanto, M. Iqbal, Rahgutomo Unggul P., Risang Wahyu P., Indah Sulistyorini M., Gita Suraiya K, Farrel Dewantara, Atika Dana P., Nurul Maulidya L., Fitria Noer A., Wandi Manullang Corporate Circulation: Eko Suranto Marketing Communication: Thomas 
Y. Widyanto, Tutur Wibowo, Renggo Kutut Kujantoko, Gusmaiwan Lubis, Lucky Alan KontanAcademy: Margaretha Matasak, Guido S. Radityo, Ngadirin Alamat Redaksi: Gedung KONTAN, Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210 Iklan: Gedung KOMPAS GRAMEDIA, 
Jalan Palmerah Selatan No. 22-28 unit II Lt. 2, Jakarta Selatan 10270 Sirkulasi: Gedung KOMPAS, Jalan Gajah mada No.109-110A Jakarta 11140 Telepon: Redaksi (021) 535 7636, 532 8134, Iklan (021) 536 79909, 548 3008 Faksimile: Redaksi: (021) 535 7633, Iklan: (021) 
5369 9080, Sirkulasi (021) 260 0972 E-mail: red@kontan.co.id, Web site: www.kontan.co.id, Dicetak oleh: Percetakan PT Gramedia Isi di luar tanggung jawab percetakan. Tarif Iklan Harian Kontan 2015: Reguler, BW 38.500,-/mmk (minimum 40 mmk), FC 61.000 (minimum 
600 mmk), Advertorial Pariwara, BW 42.000,-/mmk (minimum 810 mmk), FC 64.000,-/mmk (minimum 810 mmk), Laporan Keuangan, Prospektus/RUPS/Neraca, BW 18.000,-/mmk, FC 27,000,-/mmk.(iklan Laporan Keuangan 8x540 mmk), Karir/Seminar/Workshop/Dukacita/
Pengumuman, BW 18.500,-/mmk, FC 31.000,-/mmk, Seremonia, BW 3.000.000, FC 6.000.000, per kavling 90 x 115 mmk. 1x terbit, Sponsor, Halaman 1, FC 122.000,-/mmk, Di luar halaman 1, BW 58.000,-/mmk, FC 92.000,-/mmk, Headline, FC 92.000,-/mmk, Navigasi, 80 mm 
x 20 mm. 26x terbit, FC 80.000.000, Banner halaman 1,7 x 50 mmk. 1x terbit, FC 38.850.000, 7 x 70 mmk. 1x terbit, FC 54.390.000, Klasiva, Island Ad, BW 61.500,-/mmk, FC 63.500,-/mmk, Kolom, BW 26.500,-/mmk, Baris. per karakter, BW 450, Paket A. 26x terbit, 1 x 50 mmk, 
BW 7.500.000, 1 x 100 mmk, BW 14.000.000, 2 x 50 mmk, BW 14.000.000, 2 x 100 mmk, BW 26.000.000, Paket B. 13x terbit, 1 x 50 mmk, BW 4.600.000, 1 x 100 mmk, BW 8.500.000, 2 x 50 mmk, BW 8.500.000, 2 x 100 mmk, BW 15.600.000. Catatan: *Minimum ukuran 
iklan reguler FC 600/mmk, *Tarif iklan reguler belum termasuk diskon Agensi dan PPN 10%, berlaku mulai 1 Januari 2015, harga dalam IDR.
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